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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Partai 

Politik (SIPOL) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik Di Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kota Banjarmasin Tahun 2024Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan Sistem 

Informasi Partai Politik tersebut sudah berjalan dengan Efektif sesuai dengan Indikator 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi  

Kata kunci : Implementasi, Sistem Informasi Partai Politik dalam Verifikasi 

Administrasi Partai Politik, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Biroktasi. 

 

 

ABSTRACT 

 This research aims to understand the Implementation of Political Party Information 

System (SIPOL) Policy in the Verification of Political Party Administration in the General 

Election Commission (KPU) of Banjarmasin City in 2024The approach used by the author in 

the research uses descriptive qualitative methods by collecting interview data and 

documentation. The data analysis used is data reduction, data presentation and drawing 

conclusions.The results of the research show that the implementation of the policy on the use 

of the Political Party Information System has been running effectively in accordance with 

communication indicators, resources, disposition and bureaucratic structure. 

Keywords: Implementation, Political Party Information System in Verifying Political Party 

Administration, Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. 
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